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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan International Ship and Port Facility Security 

(ISPS) Code di Pelabuhan Cirebon, dengan meninjau aspek organisasi keamanan, pelaksanaan 

prosedur operasional, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Metode penelitian yang 

digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, 

dan dokumentasi terhadap aktivitas keamanan di lingkungan pelabuhan. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa struktur organisasi keamanan telah dibentuk sesuai ketentuan ISPS Code, dengan peran aktif 

Port Facility Security Officer (PFSO), Company Security Officer (CSO), dan Port Security Committee 

(PSC). Di sisi operasional, kegiatan pemeriksaan dokumen, pemeriksaan individu dan barang, serta 

pelaksanaan drill telah dilaksanakan, namun evaluasi pasca latihan belum maksimal. Sarana 

pendukung seperti CCTV, X-ray, dan metal detector telah tersedia, tetapi masih terbatas dalam 

jangkauan dan pemeliharaan teknis. Koordinasi antar instansi, seperti KSOP, agen kapal, dan operator 

pelabuhan, masih berjalan secara parsial dan belum terintegrasi sepenuhnya. Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa penerapan ISPS Code di Pelabuhan Cirebon telah memenuhi aspek minimum 

compliance, namun memerlukan penguatan dalam pelatihan SDM, pemeliharaan sarana, dan integrasi 

sistem keamanan antarinstansi. 

 

Kata kunci: ISPS Code, Keamanan Maritim, Evaluasi, Pelabuhan

1. PENDAHULUAN

Transportasi laut memiliki peran sentral 

dalam mendukung konektivitas wilayah 

kepulauan Indonesia serta menjadi tulang 

punggung perekonomian nasional. Studi 

menunjukkan bahwa angkutan laut tradisional 

dapat secara signifikan meningkatkan indeks 

konektivitas di daerah pulau, seperti di 

Kabupaten Sikka (Puriningsih, 2019). Di Nusa 

Tenggara Timur, peningkatan infrastruktur dan 

layanan transportasi maritim sangat penting 

untuk menghubungkan daerah-daerah terpencil 

dengan pusat-pusat pertumbuhan (Puriningsih 

& KA, 2018). Mengingat Indonesia terdiri dari 

lebih dari 17.500 pulau, transportasi laut 

menjadi penghubung utama antar wilayah, 

sangat penting untuk mobilitas barang dan 

orang, terutama di daerah-daerah terpencil dan 

perbatasan (Chesnokova, 2020; Faturachman 
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et al., 2021; Riyadi, 2024; Rizaldi et al., 2023; 

Verhaeghe et al., 2021). Selain sebagai 

penghubung antarpulau, sistem transportasi 

laut juga berfungsi sebagai penggerak utama 

perekonomian nasional. Transportasi laut 

mendukung distribusi logistik, perdagangan 

domestik dan internasional, serta menjaga 

stabilitas harga barang antar wilayah 

(Chesnokova, 2020; Faturachman et al., 2021; 

Nur Cahyawati et al., 2022; Riyadi, 2024; 

Verhaeghe et al., 2021). Dengan lebih dari 

17.000 pulau, transportasi laut menjadi sarana 

vital untuk mendukung integrasi nasional 

(Kusman et al., 2023). 

Dalam konteks tersebut, pelabuhan 

berfungsi sebagai titik masuk dan keluar 

barang dan penumpang, berkontribusi terhadap 

kelancaran distribusi dan mempercepat 

pertumbuhan ekonomi masyarakat (Huri et al., 

2024). Sebagai simpul utama dalam rantai 

logistik maritim, pelabuhan tidak hanya 

berfungsi sebagai tempat bongkar muat, tetapi 

juga memainkan peran strategis dalam 

menjaga stabilitas perdagangan dan distribusi 

nasional. Dalam konteks ekonomi, pelabuhan 

berfungsi sebagai penggerak utama distribusi 

komoditas antar wilayah, mendukung 

pertumbuhan ekonomi lokal, dan menjaga 

stabilitas perdagangan (Damayanti et al., 2023; 

Mahadewi, 2024). Sebagai titik strategis dalam 

jaringan logistik, pelabuhan memfasilitasi 

pengiriman barang dan mempengaruhi 

perkembangan kota-kota pelabuhan (Khaqiqi 

& Achmadi, 2020; Mahadewi, 2024). Lebih 

jauh lagi, distribusi barang melalui pelabuhan 

berkontribusi langsung terhadap stabilitas 

harga dan ketersediaan produk di seluruh 

nusantara (Suherman et al., 2022). Pelabuhan 

juga berfungsi sebagai simpul intermodal yang 

menghubungkan transportasi laut, darat, dan 

rel, sehingga sangat penting dalam menjaga 

kelancaran arus barang ekspor-impor (Talley 

& Ng, 2013; Wendler-Bosco & Nicholson, 

2020). 

Namun demikian, seiring meningkatnya 

aktivitas pelayaran internasional, tantangan 

keamanan di sektor pelabuhan juga 

berkembang. Ancaman yang dihadapi 

mencakup terorisme, pembajakan, 

penyelundupan barang ilegal, imigrasi gelap, 

dan kejahatan terorganisir (Barnes & 

Oloruntoba, 2005; Edgerton, 2021; 

Gunasekaran, 2012; Leonard et al., 2015; Sergi 

et al., 2021; Suseto, 2021). Kegiatan maritim 

yang meningkat tidak hanya membawa 

peluang ekonomi, tetapi juga meningkatkan 

risiko terhadap keamanan nasional dan 

internasional (Liss, 2013). Pelabuhan 

seringkali dianggap sebagai titik lemah dalam 

sistem keamanan karena kompleksitas operasi 

dan tingginya volume lalu lintas (Altıok, 

2011). Tindakan teroris dapat terjadi melalui 

serangan langsung terhadap infrastruktur 

pelabuhan ataupun melalui infiltrasi organisasi 

teroris yang memanfaatkan jalur perdagangan 

internasional (Jalli & Sualman, 2020). Dalam 

menghadapi tantangan tersebut, penguatan 

sistem keamanan pelabuhan dan koordinasi 

internasional dalam penegakan hukum menjadi 

sangat penting (Vreÿ, 2013). 

Kesadaran global terhadap pentingnya 

keamanan maritim semakin menguat setelah 

serangan teroris 11 September 2001 di 

Amerika Serikat. Peristiwa tersebut menjadi 

titik balik dalam kebijakan keamanan maritim 

dunia (Stewart & Oliver, 2021), yang 

mendorong negara-negara untuk memperketat 

perlindungan terhadap perbatasan maritim 

mereka dan meningkatkan perhatian terhadap 

ancaman terorisme, penyelundupan, dan 

kejahatan lintas negara (Perry & Lindell, 

2003). Dalam konteks pelabuhan, isu 

pembajakan dan terorisme menjadi perhatian 

utama pasca-9/11, mendorong negara-negara 

memperkuat mekanisme keamanan dan 

mengadopsi prosedur deteksi dini terhadap 

ancaman (Stuber et al., 2005; Williams & 

Magsumbol, 2007). 

Sebagai respons terhadap tantangan 

tersebut, Organisasi Maritim Internasional 

(IMO) mengesahkan International Ship and 

Port Facility Security (ISPS) Code sebagai 

standar internasional untuk keamanan kapal 

dan pelabuhan. ISPS Code diintegrasikan ke 

dalam amandemen Safety of Life at Sea 

(SOLAS) Convention 1974, dan mulai 

diterapkan secara global pada 1 Juli 2004 

(Hasanov & Alsulaiman, 2021; Talas & 

Menachof, 2014). Melalui ISPS Code, seluruh 

negara anggota IMO, termasuk Indonesia, 

diwajibkan menerapkan langkah-langkah 

keamanan terintegrasi untuk mencegah 

gangguan dan tindak kriminal di sektor 

maritim. 

Di tingkat nasional, Indonesia mengadopsi 

ISPS Code melalui regulasi seperti Keputusan 
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Menteri Perhubungan Nomor 33/2003, yang 

mengatur penerapan amandemen SOLAS 1974 

tentang keamanan kapal dan fasilitas 

pelabuhan. Regulasi ini menjadi pedoman 

dalam pengembangan sistem keamanan 

pelabuhan di Indonesia, termasuk di Pelabuhan 

Cirebon. Meski demikian, dalam praktiknya, 

implementasi ISPS Code masih menghadapi 

tantangan signifikan, seperti keterbatasan 

pemahaman sumber daya manusia terhadap 

prosedur keamanan, lemahnya koordinasi antar 

instansi, serta ketidakoptimalan dalam 

pelaksanaan training, drill, dan exercise 

(Kristen et al., 2025; Liu et al., 2021; 

Progoulakis et al., 2021). 

Kurangnya pemahaman terhadap prosedur 

keamanan sering menjadi faktor utama 

terjadinya insiden, sementara lemahnya kerja 

sama antar lembaga menciptakan celah yang 

berpotensi dimanfaatkan oleh pihak yang 

bermaksud jahat. Selain itu, pelatihan yang 

kurang efektif berdampak pada rendahnya 

kesiapsiagaan personel dalam menghadapi 

situasi darurat. Pelabuhan Cirebon, sebagai 

salah satu pelabuhan utama di pantai utara 

Jawa dengan tingkat aktivitas yang tinggi, 

menjadi studi kasus yang penting untuk 

menilai efektivitas implementasi ISPS Code 

serta mengidentifikasi faktor-faktor yang perlu 

diperbaiki. Berdasarkan latar belakang 

tersebut, penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis penerapan ISPS Code di 

Pelabuhan Cirebon dan mengidentifikasi 

kendala-kendala yang dihadapi dalam 

implementasinya. 

 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

deskriptif kualitatif untuk menggambarkan 

secara sistematis penerapan International Ship 

and Port Facility Security (ISPS) Code di 

Pelabuhan Cirebon. Lokasi penelitian 

dilakukan di Pelabuhan Cirebon, dengan 

periode pengumpulan data berlangsung dari 

September 2022 hingga September 2023. 

Subjek penelitian adalah personel yang terlibat 

dalam implementasi ISPS Code, seperti Port 

Facility Security Officer (PFSO), Company 

Security Officer (CSO), serta anggota Port 

Security Committee (PSC). Objek penelitian 

difokuskan pada pelaksanaan standar 

keamanan maritim berdasarkan ketentuan ISPS 

Code, termasuk kegiatan training, drill, 

exercise, serta penggunaan sarana pendukung 

keamanan seperti CCTV dan X-Ray. Teknik 

pengumpulan data meliputi wawancara 

mendalam terhadap personel terkait, observasi 

langsung terhadap penerapan prosedur 

keamanan di pelabuhan, studi dokumentasi 

terhadap dokumen resmi seperti Port Facility 

Security Plan (PFSP) dan laporan audit 

internal, serta studi pustaka untuk memperkuat 

landasan teori. Analisis data dilakukan secara 

kualitatif melalui tahapan reduksi data, 

penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif, 

dan penarikan kesimpulan berdasarkan pola-

pola temuan yang muncul. Keabsahan data 

diperkuat dengan teknik triangulasi sumber 

untuk memastikan keakuratan dan validitas 

hasil penelitian. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penerapan International Ship and Port 

Facility Security (ISPS) Code di Pelabuhan 

Cirebon bertujuan untuk meningkatkan tingkat 

keamanan pelabuhan dalam menghadapi 

berbagai ancaman terhadap kapal, fasilitas, 

muatan, serta personel pelabuhan. Berdasarkan 

hasil penelitian, implementasi ISPS Code di 

Pelabuhan Cirebon mencakup tiga aspek 

utama, yaitu pembentukan struktur organisasi 

keamanan, pelaksanaan prosedur operasional 

standar, serta penyediaan sarana dan prasarana 

pendukung. 

Dalam aspek organisasi, Pelabuhan Cirebon 

telah membentuk struktur keamanan sesuai 

dengan ketentuan ISPS Code, dengan 

menetapkan Port Facility Security Officer 

(PFSO) sebagai penanggung jawab utama di 

tingkat fasilitas pelabuhan. Selain itu, posisi 

Company Security Officer (CSO) dan 

pembentukan Port Security Committee (PSC) 

juga telah diterapkan untuk mendukung 

koordinasi pengamanan antara operator 

pelabuhan dan perusahaan pelayaran. Seluruh 

tugas dan tanggung jawab personel ini diatur 

dalam Port Facility Security Plan (PFSP) yang 

disusun berdasarkan analisis ancaman (security 

assessment) serta skenario potensi gangguan 

keamanan. Setiap pelabuhan diharuskan 

memiliki tim keamanan yang mampu 

mengelola dan menanggapi ancaman yang 

beragam, disesuaikan dengan tingkat 

keamanan (security level) yang ditetapkan 

(Bichou, 2004). 
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Implementasi ISPS Code mewajibkan 

penunjukan personel khusus seperti PFSO, 

Ship Security Officer (SSO), dan CSO untuk 

memastikan pengelolaan keamanan yang 

komprehensif di kapal dan pelabuhan 

(Malisan, 2013). Dalam konteks ini, 

peningkatan profesionalisme sumber daya 

manusia, khususnya SSO, PFSO, dan CSO, 

menjadi salah satu strategi penting dalam 

mendukung keberhasilan implementasi ISPS 

Code di pelabuhan Indonesia, termasuk 

Pelabuhan Cirebon (Malisan, 2013). 

Dalam aspek operasional, Pelabuhan 

Cirebon telah melaksanakan berbagai prosedur 

keamanan, seperti pemeriksaan dokumen, 

pemeriksaan barang dan individu, serta 

pengawasan area terbatas. Kegiatan training, 

drill, dan exercise telah dilakukan sebagai 

bagian dari persyaratan ISPS Code untuk 

memastikan kesiapan personel dalam 

menghadapi kondisi darurat. Drill keamanan 

dilaksanakan secara berkala untuk menguji 

respons sistem terhadap simulasi ancaman 

seperti bom, penyusupan, dan sabotase. 

Meskipun kegiatan ini telah rutin 

dilaksanakan, hasil analisis menunjukkan 

bahwa evaluasi drill masih cenderung bersifat 

administratif, belum berkembang menjadi 

analisis mendalam untuk perbaikan 

berkelanjutan. 

Pentingnya evaluasi pasca latihan (post-

exercise review) dalam sistem keamanan 

pelabuhan telah diakui oleh berbagai 

penelitian, yang menekankan bahwa tahapan 

ini memungkinkan identifikasi kekurangan dan 

kelemahan prosedur keamanan yang ada, serta 

memberikan kesempatan untuk meningkatkan 

sistem secara keseluruhan (Ibrahim, 2024; 

Sørensen et al., 2019). Dengan menganalisis 

hasil latihan, pelabuhan dapat menentukan area 

perbaikan, seperti gangguan komunikasi atau 

ketidakefisienan prosedural (Stoto et al., 

2019). 

Sarana dan prasarana pendukung keamanan 

di Pelabuhan Cirebon meliputi penggunaan 

kamera CCTV, metal detector, X-Ray scanner, 

dan kapal patroli. Alat-alat ini berfungsi untuk 

mendeteksi potensi ancaman dan memperkuat 

pengawasan area terminal. Namun, ditemukan 

beberapa keterbatasan seperti cakupan area 

pengawasan yang belum optimal, kamera 

tanpa fitur night vision, serta jumlah metal 

detector yang terbatas dibandingkan volume 

penumpang dan barang yang diperiksa. 

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan 

antara standar ideal yang diharapkan dalam 

ISPS Code dan kondisi riil di lapangan. 

Dalam penerapan Declaration of Security 

(DoS), Pelabuhan Cirebon telah menjalankan 

prosedur koordinasi keamanan antara kapal 

dan fasilitas pelabuhan, terutama saat 

peningkatan tingkat keamanan. Namun, masih 

terdapat kendala dalam pemahaman personel 

operasional terhadap pentingnya DoS sebagai 

dokumen yang mengatur pembagian tanggung 

jawab keamanan. Kurangnya pemahaman ini 

berpotensi menyebabkan kelalaian 

administratif yang dapat berdampak pada 

akuntabilitas sistem keamanan pelabuhan 

secara keseluruhan. 

Tantangan lain yang diidentifikasi adalah 

koordinasi antar instansi, seperti operator 

pelabuhan, agen kapal, dan otoritas pelabuhan 

(KSOP dan Syahbandar). Koordinasi lintas 

sektor di Pelabuhan Cirebon masih bersifat 

parsial, belum sepenuhnya terintegrasi dalam 

suatu sistem keamanan terpadu. Hal ini 

bertentangan dengan prinsip integrated 

security system yang menekankan pentingnya 

kolaborasi antarlembaga untuk menciptakan 

sistem keamanan yang efisien dan tangguh. 

Kolaborasi dan integrasi lintas sektor sangat 

penting untuk meningkatkan daya saing, 

efisiensi, dan ketahanan pelabuhan terhadap 

risiko dan bencana. Tanpa koordinasi yang 

baik, justru dapat meningkatkan kerentanan 

terhadap ancaman, terutama jika kerja sama 

yang terjalin hanya bersifat parsial atau bahkan 

kompetitif (Christopher, 2009; Shinohara & 

Saika, 2018; Wu & Liu, 2025). 

Studi kasus di Jepang menunjukkan bahwa 

keberhasilan integrasi keamanan pelabuhan 

dapat dicapai melalui pembagian peran yang 

jelas, perencanaan aksi bersama, dan integrasi 

lintas sektor yang melibatkan infrastruktur, 

industri, dan sektor pariwisata (Shinohara & 

Saika, 2018). Di sisi lain, meskipun terdapat 

upaya mematuhi pedoman keamanan, masih 

banyak pelabuhan yang menghadapi kendala 

dalam koordinasi antar lembaga, yang 

berdampak pada efektivitas implementasi 

langkah-langkah keamanan (Ringsberg & 

Cole, 2020). 

Dalam proses integrasi tersebut, 

kepercayaan antar pemangku kepentingan dan 

pengelolaan informasi keamanan menjadi 
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aspek krusial untuk mencapai manfaat bersama 

(Mthembu & Chasomeris, 2022). Hal ini 

menegaskan bahwa keberhasilan penerapan 

sistem keamanan pelabuhan tidak hanya 

bergantung pada prosedur teknis, tetapi juga 

pada harmonisasi hubungan dan komunikasi 

antar berbagai pihak terkait. 

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, 

penerapan ISPS Code di Pelabuhan Cirebon 

dapat dikategorikan telah memenuhi sebagian 

besar aspek minimum compliance yang 

dipersyaratkan oleh standar internasional. 

Namun demikian, untuk mencapai tingkat 

optimalisasi yang sejalan dengan best practices 

global, diperlukan perbaikan berkelanjutan 

dalam peningkatan kualitas sumber daya 

manusia, modernisasi sarana prasarana, 

penguatan evaluasi latihan keamanan, serta 

pengembangan koordinasi lintas sektor yang 

lebih terintegrasi. 

 

4. KESIMPULAN 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa 

penerapan International Ship and Port Facility 

Security (ISPS) Code di Pelabuhan Cirebon 

telah berjalan sesuai dengan ketentuan dasar 

yang diatur dalam standar internasional. 

Implementasi dilakukan melalui pembentukan 

struktur organisasi keamanan, pelaksanaan 

training, drill, dan exercise, serta penyediaan 

fasilitas pendukung seperti CCTV, X-Ray, dan 

metal detector. Namun demikian, efektivitas 

penerapan ISPS Code masih menghadapi 

beberapa tantangan, antara lain keterbatasan 

pemahaman sumber daya manusia, kurang 

optimalnya evaluasi kegiatan drill, 

keterbatasan sarana prasarana, serta belum 

maksimalnya koordinasi antar instansi terkait. 

Oleh karena itu, diperlukan upaya 

berkelanjutan berupa peningkatan kapasitas 

sumber daya manusia, modernisasi fasilitas 

keamanan, serta pengembangan sistem 

koordinasi yang terintegrasi. Perbaikan di 

ketiga aspek ini diharapkan dapat memperkuat 

kesiapsiagaan Pelabuhan Cirebon dalam 

menghadapi ancaman keamanan maritim dan 

mendukung pencapaian standar keamanan 

internasional. 
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